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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang desa mengatur bahwa
penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh
bupati/walikota dalam jangka 30 hari. Hal ini berpotensi tidak menyelesaikan
masalah karena, tidak sesuai dengan otonomi desa dan munculnya keputusan
sepihak oleh bupati.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyisakan berbagai
masalah serius dalam demokrasi desa. Isu keputusan sepihak dari bupati menjadi
sorotan tajam dalam peraturan ini. Namun demikian, keadaan ini tidak mustahil
akan membawa pemerintah pada kesewenang-wenangan dalam memutus
perselisinan hasil pemilihan kepala desa. Oleh karena itu permasalahan yang
diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Siyasah Syar’iyyah
terhadah mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan desa?

Penelitian ini meggunakan metode dan pendekatan yuridis-normatif. Selain
itu, penelitian ini juga menggunakan teori Siyasah Syar‘iyyah dimana teori ini
memberikan kerangka nilai dalam proses pengambilan keputusan. Dalam teori ini,
terdapat prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh kebijakan hukum atau
dengan kata lain tidak boleh ada peraturan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hasil
pemilihan kepala desa, tidak mencerminkan nilai-nilai Siyasah Syar‘iyyah
(maslahah dan keadilan). Konflik-konflik yang terjadi pasca keputusan dari
bupati/walikota menyebabkan tercorengnya nilai maslahah dan keadilan, akibat
dari bertumpunya kekuasan yang dimiliki oleh Bupati, sehingga telah
menghilangkan hak konstitusional pihak yang keberatan dan mengharuskan
perubahan atau revisi Pasal yang berkiatan dengan mekanisme penyelesaian
sengketa hasil pemilihan kepala desa.

Kata kunci: Penyelesaian, Pemilihan kepala desa, Siyasah Syar‘iyyah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987

tertanggal 22 Januari 1988.
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b T& t Te (dengan titik di bawah)
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
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o
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Ditulis
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C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1.

Bila ta” Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.



dasa Ditulis hikmah
FIgN Ditulis Jizyah

2. Bilata’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h

SAEY i..bs Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbutah hidup dengan hdrakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t

bl B8 Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek
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_ Kasrah Ditulis I
2 dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

1 | fathah+alif Ditulis A
Llala Ditulis Jahiliyyah
2 | fathah+ya’ mati Ditulis A

oz
1

(st Ditulis Tansa




Xi

3 | Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
AR Ditulis Karim
4 | dammah-+wawu mati Ditulis U
oas)i Ditulis furiid
F. Vokal Rangkap
1 | fathah+ya’ mati Ditulis Ai
ki Ditulis bainakum
2 | fathah+wawu mati Ditulis Au
J3 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

1 | A Ditulis a’antum

2 | dkE Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.
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2. Bila kata sandang Aflif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

sl Ditulis as-Sama

il Ditulis as-Syams

. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

gl g3 Ditulis Zawi al-furid
AT Jaf Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

¢. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh.
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d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten
dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan
daerah.! Dalam tiap kabupaten terdapat kecamatan dan tiap kecamatan terdapat
satuan pemerintahan yang disebut desa atau kelurahan. Desa adalah desa dan desa
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.?
Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya
kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota.®

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sangat
menarik dan penting terlebih mengenai kepala desa yang tertuang dari Pasal 26

hingga Pasal 47 pada pokoknya menjelaskan tentang kewenangan, hak dan

! Pasal 18 ayat (1)
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Angka 1

3 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:
Erlangga, 2011), him. 1



kewajiban, tata cara pemilihan pemberhentian kepala desa sampai dengan
mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan Pilkades bukan istilah
yang asing lagi untuk saat ini. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam
pembentukan pemerintahan yang modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang
dilakukan di tingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan
perundang-undangan.*

Pemilihan Kepala Desa, sebagaiaman pemilihan-pemilihan lainya sudah
barang tentu menjadi arena pertarungan politik para calon. Hal ini karena
kewenangan kepala desa cukup besar. Kewenangan yang besar inilah yang
menyebabkan banyak masyarakat yang berlomba-lomba menjadi kepala desa.
Tentu hal ini sangat baik untuk perkembangan politik masyarakat pedasaan sendiri.
Namun, tidak bisa dipungkiri juga dapat melahirkan praktik money politic,
penyalahgunaan wewenang, hingga kecurangan hasil pemilihan kepala desa. Dapat
dipastikan pemilihan kepala desa dikemudian hari dapat menimbulkan perselisihan
atas hasil pemilihan yang dilakukan tersebut.®

Sebenarnya UU Desa sudah mengantisipasi ketika ada sengketa hasil
pemilihan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menggugat
hasil pemilihan tersebut, UU Desa menyatakan lembaga yang berwenang dalam
penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa adalah Bupti/Walikota, yakni;

terdapat pada Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi:

* 1bid., 88

% Husssein Ahmad, “Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Desa,” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3:1 (Juni 2018), him. 131



“Dalam hal terjadi perselisihan pemilihan Kepala desa, Bupati/Walikota
wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5)”

Jangka waktu yang dimaksud adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya penyampaian hasil dari panitia pemilihan kepala desa,®
dijelaskan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada
Pasal 48 angka 5 yang berbunyi “Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bersifat final dan mengikat™’

Ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci dan jelas bagaimana
mekanismenya, ketidakjelasan pengaturan dan tidak tepatnya lembaga atau institusi
yang berhak dan berwenang menyelesaiakan perselisihan hasil pemilihan Kepala
Desa menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti penelitian saudara Nur Reski
Lestari tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa
Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Bentuk penyelesaian yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya Pasal 37 Ayat 6 pun sudah
dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil yang maksimal dan menyenangkan
hati masyarakat. Peserta Pilkades mengajukan nota keberatan serta penolakan

terhadap hasil pemilihan tersebut dan meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten

Kediri untuk melaksanakan pemilihan ulang dengan mengganti seluruh panitia

6 pasal 37 ayat (5)

7 Pasal 48 ayat (5)



pelaksana pemilihan yang terindikasi memihak pada salah satu calon. Mendengar
permintaan yang demikian dan tidak tercantum dalam Undang-undang maupun
Peraturan Daerah inilah yang menjadi kendala utama dalam penyelesaiananya.
Pemerintah Kabupaten Kediri tidak ada respon positif mengenai permintaan
tersebut mengingat tidak ada aturan yang mengatur.® Sehingga mengakibatkan
demonstrasi besar-besaran di kantor Bupati menuntut diselenggarakan pemilihan
ulang.®

Melihat contoh di atas, penyelesaian sengketa hasil dari pilkades oleh Bupati
memiliki permasalahan. Maka dari itu, melalui tulisan ini penulis mencoba
mengkaji permasalahan yang ada di Undang-undang Desa tersebut dari sudut
pandang Siyasah Dusturiyah dan Siyasah Syar ‘iyah.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini
adalah:

1. Bagaimana Pandangan Siyasah Syar ‘iyah terhadap penyelesaian sengketa
hasil pemilihan Kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa?

2. Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap penyelesaian sengketa
hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa?

8 Nur Reski Lestari, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan
Undang-udang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banyakan Kecamatan
Banyakan Kabupaten Kediri),” skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember (2015). HIm 40

° Ibid., him. 41



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian ini adalah:

Menjelaskan pandangan siyasah syar ‘iyah dan Siyasah Dusturiyah terhadap
Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Kegunaan Penelitian.

Keguunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadapat
siapa saja yang tertarik kajian fikih siyasah, sekligus Siyasah Dusturiyah dan
Siyasah Syar‘iyyah, terutama dalam melihat ketatanegaraan mengenai
penyelesaian sengketa hasil pimilihan kepala desa.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Bisma Anggara Putra berjudul “Model
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa”, menelaah Model
Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa penyelesaian
sengketa pemilihan kepala desa yang mengedepanakan musyawarah sesuai dengan
asas otonmi asli harus diterapkan oleh pemerintah dan apabila mekanisme
musyaawarah ini gagal, dilanjutkan alternatif pertama yakni menunjukan pada
pihak ketiga yang netral, dan yang terakhir yakni melalui pengadilan khusus.°

Skripsi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa

1© Bisma Anggara Putra, “Model Penyelesaian Perselisihan pemilihan Kepala Desa”.
Skripsi ini tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas brawijaya (2015).



Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Jember), dalam skripsi tersebut Nur
Reski Lestari menelaah penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di desa
banyakan kecamatan banyakan kabupaten Kediri berdasarkan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014. Dalam kesimpulannya mengatakan bahwa mekanisme
penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Banyakan Kecamatan Banyakan
Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor
7 tahun 2006 Tentang Tata Cara pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa. Namun, dalam kondisi kenyataannya peranan
Badan Permusyawaratan desa dan Panitia Pelaksana sangat tidak menunjukan
keadilan untuk menyelesaiakan sengketa dengan cara musywarah mufakat.
Kendalanya adalah tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang mengenai alur
penyelesaiannya.!

Sri Praptianingsih dan Fauziyah dalam Jurnal Tadulako Law Review
“Model Penyelesaian Sengketa Kepala Desa melalui Jalur Non Litigasi”. Beliau
menjelaskan bahwa model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melalui
jalur non litigasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan damai, yang ditandatangani
oleh para pihak yang bersengkta, saksi, dan disahkan oleh Kepala Pemerintahan

baik Kepala Desa, atau camat atau bupati. Dengan demikian, kesepakan tersebut

1 Nur Reski Lestari, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan
Undang-udang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Banyakan Kecamatan
Banyakan Kabupaten Kediri),” skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember (2015).



mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh lembaga peradilan, dan oleh karena
itu tidak dapat digugat.*?

Buku “Sengketa Pemilihan Kepala Desa” yang ditulis oleh Herman Baba.
Buku ini menjelaskan penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa diselesaikan
oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 Pasal
9A ayat (1) “dilingkungan pengadilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan
khusus yang diatur dengan undang-undang”. Dari penjelasan pasal tersebut, ada
ruang untuk membentuk Pengadilan Khusus yaitu pengadilan Desa, dibawah
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengangkat hakin ad hoc yang
ditugasi memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa pemilihan Kepala Desa.
Hal ini untuk menghindari penyelesaian di ranah eksekutif, karena bupati adalah
kekuasaan eksekutif yang sangat kental dengan dinamika politiknya.®

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah
Karya yang secara khusus mengakaji tentang penyelesaian sengketa pemilihan
kepala desa dipandang dari Siyasah Syar ‘iyyah Serta Siyasah Dusturiyah, maka
penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana pandangan Siyasah Syar ‘iyyah dan
Siyasah Dusturiyah terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepada desa

Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

12 Sri Praptianingsih dan Fauziyah, “Model Penyelesaian Sengketa kepala Desa Melalui
Jalur Non Litigasi”, Tadulako Law Review, volume. 2 Issue 1, June 2017. HIm. 25-38.

13 Herman baba, sengketa pemilihan kepala desa, cet. Ke-1 (Makasar: Nas Media Pustaka,
2018)



E. Kerangka Teoritik
Pentingnya penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah yang

berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian dan agar penelitian
tersebut mempunyai dasar yang kuat, kokoh dan bukan sekedar coba-coba (trial
and error).'* Sedangkan dalam Penelitian ini mengguanakan teori Siyasah
Syar ‘iyah dan Siyasah Dusturiyah untuk menganalisis masalah yang dikaji.
1. Siyasah Syar’iyah

Kata siyasah atau siyasiyah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda
abstrak dari kata sasa, memiliki banyak arti yaitu mengemudi, mengendalikan,
pengendali, cara pengendalian.® Ahmad Fathi Bahansi sebagaimana yang dikutip
olenh H.A Djazuli Siyasah Syari’iyah adalah pengaturan kemaslahatan manusia
berdasarkan Syara.®

Siyasah secara harfiah adalah
Al (g gy (gl

“Mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”

Oleh kerena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as siyasah berarti:

pemerintahan, pengambil keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan,

14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. ke-25, (Bandung:
Alfabeta, 2017), him. 52.

15 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996). HIm 417

16 H.A Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalm Rambu-rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 1



pengawasan, perekayasaan, dan lain sebagainya.l’ Siyasat bisa juga berarti

pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.

Secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf, sebagaimana dikutip oleh Muhammd
Igbal, mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangn yang

diciptakan untuk memlihara ketertiban dan kemaslahan keadaan.

Suyutthi Pulungan menegaskan bahwa siyasah adalah wewenang membuat
segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan
kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum
terletak pada pemegang kekuasaan. la wajib ditaati oleh masyarakat selama semua

produk itu secara subtansial tidak bertentangna dengan jiwa syariat.®

Oleh sebab itu siyasah mengandung beberapa arti. Pertama, tindakan atau
kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa
siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya
pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan
yang diambil dan diikiuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan
yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan
bersama dan mencegah adanya keburukan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah

ijtihady. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath’l dari al-

17 1bid., him. 26.

18 Muhammd Igbal, Figh Siyasah (kontektualisasi Doktrin Politik Islam), (Jakarta: Yofa
Mulia Offset, 2007), him 3-4

19 Suyuthi Pulungan, Figih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja
Grafindo, 1994), him 25-26
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Qur’an dan Sunnah melainkan dalam wilayah imam kaum muslim. Sebagai wilayah
ijtidhi maka dalam siyasah yan sering digunakan adalah pendekatan giyas dan
maslahat mursalah. Oleh sebab itu dasar utama adanya Siayasah Syar’iyah adalah
keyakinan bahwa syariat islam diturunkan untuk kemaslaatan umat manusia di
dunia dan akhirat dengan menegakan hukum seadil-adilnya meskipun cara yang

ditempuh tidak terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah secara eksplisit.

Siyasah yang didasarkan pada nilai Al-Qur’an dan Hadist Nabi biasa
dikenal dengan istilah Siyasah Syar‘iyah yakni siyasah yang dihasilkan oleh
pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan
memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia
bermasyarakat dan bernegara. Objek kajian Siyasah Syar ‘iyah berkaitan dengan

penyelenggaraan negera dan pemerintahan.?

Abdurrahman Taj mendefinisikan Siyasah Syar ‘iyah sebagai hukum-hukum
yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permassalahan umat sesuai
dengan nilai syari’at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-
tujuan kemasyaraktan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-

Qur’an maupun Al-Sunnah.?

Adapun Sivasah Syar iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang

mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala

20 Ridwan SH., Figih Politik, (Yogyakarta: FH Ull PRESS, 2007), him. 81

21 Abdurrahman Taj, Sivasah Syar’ivah Wa Figh al Islami, (Alukah 1415 H), him. 12
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bentuk hukum, aturan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang
sejalan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan

masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya Siyasah Syar‘iyyah
merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan
manusia, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negari,
dengan apa-apa yang tidak bertentangan dangan nash baik secara eksplisit maupun
yang implisit. Tujuan utama Siyash Syar ‘iyyah adalah tercipatanya sebuah sistem
pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa islam menghendaki
terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi

umat manusia dan di setiap negara.

2. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berartu dusturi. Semula artinya
seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota
kepedekatan (pemuka agaman) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan
kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas

dasar/pembinaan.

Menurut Istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar
dan hubungan kerja sama antar sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara

baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.
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Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah
yang membahas perundang-undangan Negara, (Undang-undang dasar Negara dan
sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatau negara), legislasi, (bagaimana
cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan
pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kaijian siyasah
dusturiyah juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan
timbal balik anatar pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang
wajib dilindungi.?

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah
yang terencana, terstruktur, sistenatis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis
maupun teoritis.?® Dalam melakukan penelitian terhadap permasalah di atas, penulis
menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitan
Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research),
yaitu suatu penelitian yang bertuajuan untuk mengumpulkan data dan
informasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan yang relevan
dengan permasalahn yang sedang dibahas dalam penelitian ini. seperti

majalah, buku surat kabar dan masalah-masalah lainya.?

22 Muhammad Igbal, Figh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam), (Jakarta:
Yofa Mulia Offset, 2007), him. 6

23 Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, cet. ke-
1, (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 97.

24 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), him. 18.
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2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini, penelitian
deskriptif  berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek apa
adanya.”® Kemudian menganalisis objek penelitian yang telah
dideskripsikan terebut dalam hal ini berusaha menggambarkan tentang
penyelesaian sengketa pemilihan hasil pemilihan kepada desa menurut
Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014, maka dari itu penulis akan
menganalisa penyelesaian tersebut ditijau dari Siyasah Syar‘iyyah dan

Siyasah Dusturiyah

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-

normatif dan pendekatan analitik.

a. Yuridis normatif: mengkaji ketentuan hukum pada objek
penelitian yaitu penyelesaian sengketa hasil pemiliha kepala
desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

b. Analitik: menganalisis segi hukum dari objek kajian
beradasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam penelitian
ini.

4. Tenknik pengumpulan data

2 Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam
Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), him. 24.
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Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan menelaah
dan melihat undang-undang, buku dan hal lain yang berhubungan dengan
fikih siyasah
a. Data primer dari Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang
Desa

b. Data sekunder terdiri dari karya ilmiah yang berkaitan dengan
Siyasah Syar ‘iyyah dan Siyasah Dusturiyah ataupun hukum
positif dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala
desa

5. Analisis data

Literatur-literatur atau data yang diperoleh dihimpun dan diuraikan,
kemudian diolah literatur yang diproleh diseleksi dan diklasifikasikan atau
dipetakan secara sistematis dan logis hingga kemudian dianalisis secara
mendalam. Dengan cara demikian, diharapkan penelitian ini akan
mendapatkan hasil yang spesifik dan komperehensif terkait permasalahan

yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan.
Agar penelitian ini dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penelitian ini
dibagi menjadi lima bab pembahasan yang saling berhubungan. Adapun sistematika

pembahasan tersebut antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memberi gambaran tentang

penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah,
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rumusana masalah, tujuan dan kegunanaan, kajian pustaka terhadap penelitian-
penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua adalah penjelasan teori yang digunakan, dalam hal ini akan
dijelaskan tentang konsep Siyasah Syar‘iyyah yang terdiri dari beberapa sub bab
yaitu, konsep Siyasah Syar‘iyyah, Siyasah Dusturiyah dan prinsip Siyasah

Syar ‘iyyah serta prinsip Siyasah Dusturiyah untuk kemaslahatan umat.

Bab ketiga adalah pembahasan objek penelitian meliputi gambaran umum
tentang undang-undang desa serta gambaran umum penyelesaian sengketa
pemilihan kepal desa. Dalam bab ini dibagi beberapa sub bab, bab pertama tentang
desa dan kedua penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa

menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Bab keempat adalah analisis. Akan dijelaskan Tinjauan Pemisahan
kekuasan serta tinjauan Siyasah Syar‘iyyah dan Siyadah Dusturiyah terhadap

Penyelesaian sengketa menurut Undang-undang Desa

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.
Kesimpulan berisi poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab
rumusan masalah yang diangkat. Sedangkan saran, merupakan rekomendasi dari

penyusun terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa tidak mencerminkan
nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Siyasah Syar ‘iyyah
dimana akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang bersengketa,
dikarekan tidak melibatkan pihak yang mengajukan keberatan.

. Siyasah Dusturiyah mengatur mengenai kegiatan kenegaraan Yyang
berhubungan dengan perundang-undangan termasuk Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 37 ayat (6) secara tidak
langsung memunculkan permasalahan dalam hal penyelesaian sengketa
hasil pemilihan kepala desa, yang memberikan kewenangan kepada bupati
(eksekutif) untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Hal
ini tidak sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dengan sistem control
(check and balances). Dalam teori pemisahan kekuasaan yang berhak dan
berwenang memutus sengketa antara warga masyarakat atau warga
masyarakat dengan pemerintah adalah lembaga peradilan (yudikatif).
Seharusnya bentuk peraturan perundang-undangan membawa kemaslahatan
kepada negara, warga masyarakat terlebih lagi untuk kemaslahatan pihak

yang bersengketa.

82
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Saran

. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa merupakan proses untuk
memecahkan masalah yang ada di masyarakat desa. Sehingga perlunya
mekanisme yang lebih partisipatif, objektif yang sesuai dengan kondisi
masyarakat desa

. Dalam membuat kebijakan oleh ulil amri (pemerintah) dalam arti luas
haruslah sesuai dengan konstitusi yang menerangkan tentang keadilam demi
kemaslahatan masyarakat desa dalam hal ini berpedoman pada Pasal 18
UUD 1945.

. Perlunya merevisi Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

. Dibentuknya peradilan Ad-Hoc khusus, untuk menyelesaikan sengketa hasil

pemilihan kepala desa, putusannya bersifat final dan mengikat.
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